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ABSTRAK 
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BandaAceh Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN 

Tanggal Sidang   :  20 Juli 2020 

Tebal Skripsi  :  60 Halaman 

Pembimbing I :  Arifin Abdullah, S.HI., M.H.  

Pembimbing II :  Rispalman, S.H., M.H.  

Kata Kunci  :  Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara 

 

Sengekta Tata Usaha Negara terhadap perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-

BNA sengketa antara Wali Kota Banda Aceh.dengan Direktur Teknik 

PDAM Tirta Daroy Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Banda Aceh, Karena banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara yang tidak dapat dilaksanakan membuat masyarakat berpandangan 

bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang uselessdan 

masalah ini membuat pemerintah kehilangan wibawanya padahal 

seharusnya pengadilan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat 

bukan sebaliknya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh terhadap perkara 

Nomor : 09/G/PTU-BNA dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan perkara Nomor :09/G/PTUN-

BNA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat 

deskriptif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sulitnya 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Negara, hal ini dibuktikan dengan 

Wali Kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam pengadilan tidak 

menjalankan kewajibannya, sehingga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, padahal jika 

dilihat dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apabila para pihak tidak 

menjalankan putusan akan dikenakan upaya paksa namun sampai saat ini 

mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum 

diatur didalam Peraturan Perundang undangan.  
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Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu 

pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, 

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian,yang telah menghantarkan kita 
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dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do᾿a, mudah-mudahan 

kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera 

mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-

Nyaserta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat 
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memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras 

dari mereka dapat menghantarkan penulis padatingkat sekarang ini. 

2. Adinda Tercinta Muhammad Irfan yang selalu memberikan 

dukungan dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini 
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5. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada 

penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini 

6. Para sahabat terbaik Rizka Rahmasari,Yasir Arafat Yun,Ghoffar 

Giffari, Indah Mustika dan teman teman angkatan 2016 HTN yang 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 

ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 

Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.AdapunPedoman 

Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsonan  

No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

 ṭ ط 61

t dengan 

titik di 

bawahnya 

 B ب 2

 

 ẓ ظ 61

z dengan 

titik di 

bawahnya 

  ‘ ع T  61 ت 3

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

 gh غ 61

 

  f ف J  02 ج 5

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

 q ق 06

 

  k ك kh  00 خ 7

  l ل D  02 د 8

 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

 m م 02

 

  n ن R  02 ر 10

  W و Z  01 ز 11

  H ه S  01 س 12
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  ’ ء sy  01 ش 13

 Ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

 Y ي 01

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كيف

 haula =  هول



ix 
 

 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا  /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و  

 

Contoh: 

 qāla =ق ال  

م ي  ramā =ر 

 qīla = ق يْل   

 yaqūlu = ي قوْل  

 

4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya 

adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah 

maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h. 
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Contoh: 

ضَة ُ طَافاَلارَوا  rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : الْا

رَةاالامَدِيانَة ُ  نوََّ ام 

 al-Madīnatul Munawwarah 

 Ṭalḥah : طلَاحَةاُ 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, 

seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai 

kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, 

bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 /al-Madīnah al-Munawwarah : ال
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 

cita cita bangsa. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem tanggung jawab yang tepat, jelas dan legimate, sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Dalam undang-undang Nomor 28 

tahun 1999 dicantumkan asas asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas 

kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum asas 

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. 

Asas kepastian hukum maksudnya adalah setiap kegiatan dari hasil kegiatan 

penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas 

akuntabilitas maksudnya ssetiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara 

negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat atau masyarakat 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.  

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, 

peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. Yang dimaksud dengan  

pengadilan tata usaha negara pada masa itu adalah peradilan yang disebut 

peradilan administratif dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat 

sementara nomor II/MPRS/1960, dan diantaranya juga yang disebut peradilan 

kepegawaian. Pada masa ini peradilan tidak bersifat bebas karena pengadilan 

tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, oleh 

karena itu semua peraturan pelaksanaan peradilan administrasi negara menjadi 

tidak bebas. Keadaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan negara hukum
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yang berdasarkan pancasila. Tetapi pada saat itu semua kekuasaan terpusat 

ditangan presiden
1
 

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 yang disebut dengan 

undang undang peradilan administrasi negara. Walaupun peradilan tata usaha 

negara telah diatur dalam undang undang dasar dan undang undang bukan 

berarti masalah masalah dalam sengketa administrasi negara dapat diselesaikan 

dengan mudah. Banyaknya kasus putusan PTUN tidak dapat dieksekusi telah 

membuktikan adanya kesalahan dalam sistem peradilan administrasi dan telah 

menimbulkan permasalahan baru. Masalah ini cukup memprihatinkan karena 

ternyata keberadaan PTUN belum dapat memberikan keadilan sepenuhnya bagi 

masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Masalah seperti ini tentu 

akan menjadi halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang 

bersih dan berwibawa. 

Dengan banyaknya kasus Putusan Tata Usaha Negara tidak dapat 

dilaksanakan akan membuat masyarakat berpandangan bahwa peradilan tata 

usaha negara adalah peradilan yang useless dan pemerintah telah salah dalam 

membuat hukum mengenai peradilan tata usaha negara, masalah ini tentu saja 

akan membuat pemerintah kehilangan wibawanya di hadapan masyarakat. 

Padahal melalui pengadilan tata usaha negara setiap warga negara dapat 

melakukan perlawanan terhadap putusan penguasa yang mungkin dinilai 

bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau penyalahgunaan 

wewenang. 

Bahkan di era sekarang ini juga ada perlawanan terhadap putusan yang 

bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun 

realitanya Putusan Pengadilan Tata Usaha ini selalu terkendala pada saat 

eksekusi nya, dimana eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara tidak 

                                                             
1
Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia, 

Alumni, Bandung, 1997, hlm.97 
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dijalankan oleh yang kalah. Masalah ini justru menimbulkan ketidakpastian 

hukum bagi pihak yang menang maupun pihak yang kalah, jika itu menyangkut 

jabatan, pihak yang kalah mungkin sudah menduduki jabatan nya dan bersikeras 

tidak melepaskan jabatan tersebut.
2 

Padahal dalam konsep negara hukum 

peradilan haruslah bersifat mandiri dan bebas dalam artian benar benar tidak 

memihak dan tidak didalam pengaruh eksekutif.
3
 

Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan konsep dari 

negara hukum
.4
 Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yaitu 

sebagai pengawas terhadap jalannya fungsi eksekutif khususnya terhadap 

tindakan pejabat tata usaha negara agar tetap berada dalam aturan  hukum. 

Dalam hal lain Pengadilan Tata Usaha Negara juga sebagai wadah untuk 

melindungi hak individu dan warga negara dari perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. 

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu 

pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat diberi wewenang itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau 

suatu sengketa antara para pihak. Namum realitanya walaupun sudah 

dikeluarkan keputusan hakim sengketa juga tidak berakhir ditandai dengan tidak 

adanya kepastian hukum setelah keluarnya putusan hakim tersebut, dalam hal ini 

pejabat tata usaha negara yang kalah dalam persidangan tidak melakukan apa 

yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan. 

Tentang duduknya perkara tersebut adalah penggugat telah mengajukan 

gugatannya yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan tata usaha negara 

                                                             
2
Amzulian Rifai, ”Problematika Eksekusi Putusan PTUN” diakses dari https :// 

nasional. sindonews. com/read/1205421/18/problematika-Eksekusi-putusan-tun-1494876717 

pada tanggal 19 september 2019 pukul 14.39 
3
Ismail Rumadan, ”Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” 

Jurnal Hukum dan Pembangunan 1,2012, hlm 442 
4
Konsideran butir (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. 
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Banda Aceh tanggal 18 juli 2014 dalam register perkara Nomor : 

09/G/2014/PTUN.BNA, yang isinya adalah sebagai berikut : 

Adapun yang menjadi objek Sengketa adalah: 

1. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 tahun 2014 tentang 

pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum 

Tirta Daroy Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2014 atas nama 

jufrizalsyah yang ditandatangani oleh walikota Banda Aceh. 

2. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang 

penunjukan pelaksana tugas (PLT ) direktur teknik PDAM Tirta Daroy. 

Pada perkara Nomor 09/G/2014/PTUN-BNA, antara Ir. JUFRIZAL 

melawan WALIKOTA Banda aceh terhadap kasus pemberhentian jabatan 

sebagai direktur teknik PDAM Tirta Daroy. Dalam perkara ini majelis hakim 

mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, tetapi pada realitanya tergugat 

tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara, dalam kasus ini jelas 

kita lihat bahwa pelaksanaan putusan PTUN sangat tidak efektif, saat 

masyarakat atau orang orang yang termarjinalkan mengajukan gugatan dan 

mengikuti persidangan dan menang tetapi pihak tergugat sering tidak 

melaksanakan putusan, hingga sampai pada proses eksekusi, yang maksudnya 

ketika penggugat tidak mau menjalankan putusan hakim dalam kurun waktu 40 

hari, tergugat sebagai pihak yang menang dapat mengajukan permohonan 

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan tergugat 

menjalankan putusan dan jika tergugat tetap tidak menjalankan putusan tersebut, 

penggugat dalam mengajukan permohonan kembali ke PTUN agar PTUN 

mengrim pemberitahuan kepada pejabat diatasnya agar tergugat mau 

menjalankan putusan tersebut. 

Dalam hal ini jelaslah bahwa regulasi tentang pelaksanaan putusan 

PTUN ini sangat lemah, dimana walaupun sudah memenangkan persidangan 

pihak penggugat sebagai yang menang tetap tidak mendapatkan kepastian 

hukum. Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 



5 

 

 
 

meneliti Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 51 

Tahun 2009 Tentang PTUN dalam bentuk Skripsi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Banda Aceh terhadap perkara 

Nomor :09/G/2014/PTUN-BNA 

2. Bagaimana tinjauan Undang Undang Nomor 51 Pasal 116 Tahun 2009 

tentang Pelaksanaan Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN-BNA 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah 

berkekuatan hukum tetap  

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara ditinjau dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan 

terhadaap ilmu hukum khususnya hukum acara peradilan tata usaha negara, 

dengan cara peneeliti mencari data mengenai putusan putusan hakim dan 

menganalisnya sesuai dengan teori teori yang ada. 

2. Manfaat Teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khusunya hukum acara 

peradilan tata usaha negara 
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D. Penjelasan Istilah 

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti arti yang 

berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan 

konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang akan sering 

digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. PTUN 

Adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara  

Menurut kamus hukum adalah badan peradilan khusus yang berwenang 

memeriksa dan memutuskan dalaam tingkat pertama perkara perkara tata usaha 

negara dalam rangka melindungi anggota masyaraakat dari tindakan atau 

kebijaksanaan melawan atau tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh 

pegawai atau aparatur sipil negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan  

Lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara 

2. Putusan  

Menurut kamus hukum adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu 

pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang 

didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan 

hukum.
5
 Menurut Sudikno Mertokusumo putusan merupakan suatu pernyataan 

yang oleh hakim sebagai pejabat yang diiberi wewenang untuk itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara 

atau sengketa antara para pihak.  

E. Kajian Pustaka  

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai yaitu : 

                                                             
5
Drs. M. Marwan, SH & jimmy P, SH, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher, 

2009), hlm 517. 
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Pertama, dalam jurnal Rahmat Tobrani program magister ilmu hukum  

Universitas Syiah Kuala, yang membahas tentang Pengujian Keputusan oleh 

Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintahan, inti dari penelitian tersebut adalah keputusan atau tindakan yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yanag 

dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perundang undangan 

yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan 

atau adanya stagnasi pemerintahan. Yang mana hasil penelitian ini secara praktis 

diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat menunjang tugas badn atau pejabat 

tata usaha negara pemerintah dalam menerbitkan keputusan diskresi, sebaliknya 

bagi pengadilan tata usaha negara agar memiliki acuan daalam menguji 

keputusan keputusan yang lahir dari kewenangan diskresi.
6
 

 Kedua, dalam skripsi Soraya Dwi Esfandiari mahasiwa ilmu hukum 

Universitas Alauidin Makasar, yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar, penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan 

pengadilan tata usaha negara yang sudah ingkrah oleh badan pertanahan 

nasional dan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat BPN Makasar 

melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah, hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan pada dasarnya mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata 

usaha negara yaaitu pihak tergugat dalam hal ini pihak yang memenangkan 

gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang diajukan ke kantor 

pertanahan Kota/ Kabupaten.
7
 

                                                             
6
 Rahmat Tobrani Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

terhadadp diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah,  Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 

vol 13 nomor 1 2018. 

 

 

 
7
Soraya Dwi Esfandiar  berjudul  Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makasar di akses dari https://www.google 
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 Ketiga, dalam skripsi Febby Hardiyanti Mahasiswa fakuktas hukum 

Universitas Andalas, yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Dalam Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG. Inti dari dari penelitian 

ini adalah negara republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana 

termaktub dalam UUD NKRI 1945. Adanya peradilan khusus pada konsep 

negara hukum menunjukan adanya perlindungan hukum dan melindungi hak- 

hak warga negara. Dibentuknya Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo 

Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 

tentang peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus menyelesaikan 

sengketa antara pemerintah dengan arga negara. Salah satu bentuk penyelesaian 

melalui putusan yang telah ditetapkan oleh majalis hakim, diharapkan putusan 

tersebut mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Namun adakalanya suatu 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki permasalahan dalam 

pelaksanaannya. Sehingga masih belum memberikan kepastian hukum dan 

keadilan bagi para pihak terutama pihak yang menang dalam sengketa tersebut. 

salah satu nya yaitu putusan Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Padang dalam perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG. Selain itu juga untuk 

mengetahui upaya penyelesaian terhadap putusan tersebut yang tidak 

dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris ( Yuridis Sosiologis )
8
   

Keempat, dalam skripsi Boyke Luthfiana Syahrir  mahasiswa Hukum 

Tata Negara Universitas Pasundan Bandung, yang berjudul Eksekusi Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap 

Pencabutan izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower. Yang inti dari 

                                                                                                                                                                   
.co.id/url?q= http :/ /repositori. uinalaudin. ac.id/9790/1/ skripsi %2520SORAYA%2520% 

DWI% 2520 ESFANDIARI pada tanggal 19 september pukul 20.00 wib 
8 Febby Hardiyanti Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam 

Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG diakses melalui http://scholar. unand. Ac 

.id/1897/1/cover. pdf pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 20.00 wib 
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penelitian tersebut bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri 

dari negara hukum adalah adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. 

Tujuan diadakan nya peradilan administrasi atau pengadilan tata usaha negara  

adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, bagi 

rakyat maupun administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan 

kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis hambatan hambatan dalam 

pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 98/G/2015/PTUN-

BDG terhadap izin mendirikan bangunan hoteel salak tower dan upaya yang 

dilakukan pengadilan tata usaha negara bandung dalam pelaksanaan putusan 

PTUN, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis 

dengan metode pendekatan normatif. Tahap penelitian ini menggunakan studi 

kepustakaan dengan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan 

dengan data primer 
9
 

Kelima, dalam skripsi Nurul Hidayah mahasiswa ilmu hukum 

Universitas Negeri Semarang yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Inti dari penelitian ini 

yaitu hadirnya PTUN sebagai implementasi berdirinya negara hukum yang 

bertujuan memberikan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan dan 

memberikan perlindungan kepada perseorangan atau badan hukum perdata yang 

merasa dirugikan karena dikeluarkannya putusan TUN yang bersifat incrhah, 

permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan 

perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG, kendala yang ada dalam perkara, dan 

aturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatifdan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data terdiri dari data 

                                                             
9
https://www.google.co.id/url?q=http:/repositry.unpas.ac.id pada tanggal 19 september 

2019 pukul 19.50 wib 
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sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier.
10

 

Keenam, dalam skripsi Chica Mustika Baan, Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul Tinjauan Yuridis 

Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

:19/G.Tun/2010/PTUN-Mks. Inti dari penelitian ini adalah implikasi yuridis 

terhadap pengumuman nomor 810-2109/BKPPD/XII/2009 yang diterbitkan oleh 

BKPPD tersebut setelah putusan hakim dibacakan adalah keabsahan 

pengumuman tersebut,dimana pengumuman tersebut dinyatakan tidak sah dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengumuman yang 

diterbitkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

Kabupaten Tana Toraja Nomor : 810-2109/BKPPD/XII/2009 dan bagaimana 

implikasi yuridis terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh BKPPD 

tersebut.
11

 

 

F. Metode Penelitian 

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu 

menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan 

dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk 

mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam 

menghasilkan karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga 

benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang : 

                                                             
10

 Nurul Hidayah Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah 

Berkekuatan Hukum di akses melalui https://www.google.co.id/url?q=http:/lib.unnes.ac.id. pada 

tanggal 19 september 2019 pukul 20.00 wib 
11 Chica Mustika Baan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Nomor : 19/G.Tun /2010/PTUN-Mks diakses melalui http ://repository. unhas. ac.id/ 

bitstream.Handle/123456789/14017/SKRIPSI%20LENGKAP-HAN 

CHICA%20MUSTIKA%20BAAN. PDF; sequence=1 diakses pada tanggal 6 oktober 2019 

pukul 20.05 wib  
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1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Deskriptif Yuridis yang 

mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, 

perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, 

penjelasan umum, dan pasal demi pasal.
12

 Penelitian ini akan dikaji secara 

yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif partisipatoris. Ini 

akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi 

dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan 

yang akan diteliti berkisar pada hubungan implementasi peraturan yang berlaku 

dalam praktik yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan putusan PTUN Banda 

Aceh yang berkekutan hukum tetap terhadap permasalahan kepegawaian 

putusan nomor :09/G/2014/PTUN-BNA. 

2. Jenis metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis 

penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial 

secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam dengan 

fenomena yang diteliti.
13

 

 

3. Teknik Pengumpulan data  

Penelitian ini menggunakan (library research) bertujuan untuk memperoleh 

data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan bahan pustaka yang 

relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur karya ilmiah (hasil 

pengamatan), dokumentasi perundang undangan dan instansi yang terkait 

didalamnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil pemikiran para ahli 

dalam hal ini juga dilihat dari fakta yang terjadi. Juga menggunakan teknik 

                                                             
12

Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, 2004), hlm.102  
13

Haris Herdiansyah, Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, 

(Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hlm. 10 
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pengumpulan data dengan cara wawancara dengan wawancara beberapa 

narassumber yang memberikan data terhadap kejadian yang sebenarnya. 

Instrumen penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu
14 

: 

a. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan yaitu alat tulis (pulpen 

dan    pensil,kertas atau kartu catatan dan lembaran kerja khusus 

b. Menyiapkan biblioggrafi kerja yaitu catatan mengenai sumber utama 

yang akan digunakan dalam penelitian dan bersikap disiplin dengan 

waktu tersebut. 

c. Membaca dan mencatat bahan penelitian  

4. Objektivitas dan Validitas Data  

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui leewat uji: 

a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya 

b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau di transfer kepada 

konteks yang lain 

c. Dependabilitas, yaitu keterulangan 

d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan  oleh oranglain. 

5. Sumber data  

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh, sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, namun dalam buku nya 

penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya 

dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan 

                                                             
14

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) , 

hlm.16-22 
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perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 

peraturan perundang undangan dan putusan hakim
15.

 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum 

primer adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara  

2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peubahan Atas 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara  

3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara  

 

b. Bahan hukum sekunder  

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari 

penelitian kepustkaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan 

pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau 

dokumen dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik 

pribadi.
16

 

 

6. Teknik Analisis Data 

a. Reduksi Data  

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi 

selanjutnya adalah rangkuman data, perumusan tema dan 

peengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan 

                                                             
15

Zainuddin Ali, Metodelogi Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47 
16

Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja, (Bandung: Mandar Maju, 

1995), hlm. 65 
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dirangkum dengan cara dipilih hal hal pokok dan difokuskan pada hl-

hal penting sesuai dengan peta penelitian. 

b. Penyajian data  

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi katagori klasifikasi 

yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan 

peta penelitian. 

c. Penyimpulan 

Pada bagian penyimpulan diberlakukannya analisis untuk dilihat 

ada tidaknya suatu deviasi atau penyimpangan dalam permasalahan 

yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode 

induktif,yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit 

terleebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu 

kesimpulan. Data dikaji melalui poses yang berlangsung dari fakta 

yang ada. 

7. Pedoman penulisan 

  Proposal skripsi ini ditulis berdasarkan referensi sebagai berikut : 

a. Undang Undang  

b. Buku Buku  

c. Kamus hukum 

d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi  

 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan para pembaca memahami isi pembahasan penelitian 

ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini kedalam empat 

bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan,bab penelitian dan bab 

penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, 

sistematika penulisan. 
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Bab Dua merupakan gambaran umum tentang landasan teori Pengadilan 

tata usaha negara, yang memuat tentang pengertian tata usaha negara, 

penyelesaian sengketa tata usaha negara, wewenang pengadilan tata usaha 

negara, pengertian putusan pengadilan tata usaha negara, jenis putusan 

pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha 

negara dalam Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 

Bab Tiga metode penelitan dan hasil penelitian, yang mengurai dua hal 

utama. Pertama tentang pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara 

nomor 09/G/2014/PTUN-BNA. Kedua tinjauan undang undang Nomor 51 Pasal 

116 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan nomor 

09/G/2014/PTUN-BNA. 

Bab Empat merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang 

diharapkan dapat menjawab tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara yang ditinjau dari Undang Undang nomor 51 tahun 2009, 

kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran 

yang diperlukan 



 

16 
 

 

BAB DUA 

LANDASAN TEORI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN 

TATA USAHA NEGARA 
 

A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Lingkungan pengadilan dibawah 

Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat 

dalam sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 

lembaga pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara yang 

berkedudukan di provinsi sebagai Pengadilan tingkat pertama,Pengadilan Tata 

Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa,mengadila dan memutuskan sengketa 

Tata Usaha Negara.
17

 

Prof.Ir.S.prajudi mengatakan pengertian Pengadilan Tata Usaha negara 

dalam arti luas dan dalam arti sempit. 

1. Dalam arti luas 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang menyangkut 

pejabat-pejabat dan instansi-instansi Administrasi Negara, baik yang bersifat 

pidana, perdata, agama, adat, dan Administrasi Negara. 

2. Dalam arti sempit 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang 

menyelesaikan perkara perkara administrasi negara secara murni.  

Awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut Pengadilan Tata Usaha 

Negara merupakan ide dari Wiryono Prodjodikoro untuk menyusun rancangan 

undang undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, 

kemudian istilah yang muncul adalah pengadilan administrasi negara, 

selanjutnya berubah lagi menjadi Pengadilan tata Usaha Pemeintahan, kemudian 

                                                             
17 Fajlurahman Jurdi, dkk, 2015, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, 

Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 47 
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berubah lagi menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah hadirnya Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986. 

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur 

yudisial dalam pelaksanaan dan perlindungan hukum disamping pengawasan 

jalur administrasi yang berjalan sesuai dengan sistem yang ada dilingkungan 

pemerintahan. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara juga memberikan 

landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur 

perlindungan hukum bagi masyarakat.  

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah keberadaan PTUN semakin 

di perjelas oleh konstitusi Indonesia, bisa dilihat dari pasal 24 ayat 2 Undang 

Undang 1945 perubahan ketiga yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman 

dilakukan oleh sebuah Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada 

dibawahnya dalam lingkungan pengadilan umum,pengadilan militer,pengadilan 

agama, pengadilan tata usaha dan mahkamah konstitusi 

Menurut Prajudi Atmosudirjo tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha 

Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang 

menurut hukum atau menurut undang undang atau dengan kata lain tepat secara 

fungsional dan efisien. Kemudian Sjacran Basah juga berpendapat bahwa 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang memberikan 

pengayoman dan kepastian hukum tidak hanya untuk rakyat saja tetapi juga 

untuk administrasi negara agar terjaganya ketertiban dan keamanan dalam 

melaksanakan tugas tugas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.
18

 

Istilah Tata Usaha Negara dengan Administrasi Negara memiliki arti 

yang sama, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tata Usaha 

Negara Adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan baik diipusat mapun didaerah, pasal 

                                                             
18

 H.Salmon,Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara , Jurnal Sasi Vol 16 Nomor 4, 

diakses melalui ejurnal.unpatti.ac.id pada tanggal 12 juni 2020 
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114 dari Undang-Undang tersebut juga disebut sebagai Undang-Undang tentang 

Pengadilan administrasi negara.  

Dengan demikian lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara adalah 

sebagai salah satu badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaa yang merdeka dari Mahkamah Agung dalam rangka 

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi 

masyarakat pencari keadilan yang juga merupakan dari perlindungan 

masyarakat terhadap pejabat tata usaha negara yang melakukan pelanggaran 

hukum. 

B. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

1. Sengketa Sengketa Tata Usaha Negara  

Pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh 

ketetapan sebagai hasil perbuatan administasi negara, sengketa administrasi 

dapat dibedakan menjadi sengketa intern dan sengketa ekstern, sengketa ntern 

atau sengketa administrasi negara terjadi dalam lingkungan administrasi Tata 

Usaha Negara itu sendiri baik di dalam instasi sesama instansi maupun yang 

terjadi antar instansi. Dengan demikian sengketa intern adalah menyangkut 

persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam 

satu instansi terhadap instansi lainnya yang disebabkan tumpang tindih 

kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. 

Sengketa ekstern atau sengketa adminstrasi negara dengan rakyat adalah 

perkara administrasi yang menimbulkan sengeketa administrasi negara dengan 

rakyat sebagai subjek subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan 

administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang 

kurangnya satu pihak harus administrasi negara. Perbuatan administrasi negara 

dapat dikelompokkan kedalam tiga perbuatan yaitu mengeluarkan keputusan, 

mengeluarkan peraturan perundang undangan, dan melakukan perbuatan 

materil. 
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Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 yang 

menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara dalah sengketa yang timbul 

dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan 

badan atau pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun di daerah, 

sebagai kaibat diikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa 

kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. 

Dari pasal tersebut diketahui bahwa tolok ukur sebjek sengketa tata 

usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat 

tata usaha negara, sedengkan tolol ukur pangkal sengeketa adalah akibat 

dikeluarkan nya suatu keputusan tata usaha negara. Pangkal sengketa Tata 

Usaha Negara adalah akibat dikeluarkan nya Keputusan Tata Usaha Negara 

berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang 

dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis 

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata ussah engara yaang berisi 

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang 

undangan yang berlaku, yang bersiat kongkret, individual dan final yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata 

2. Kedudukan Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara 

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara 

kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang  atau 

badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan  atau pejabat tata 

usaha negara sebagai tergugat. Tergugat adalah selalu badan atau pejabat Tata 

Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada 

padanya, wewenang yang ada padanya itu menunjukan ketentuan hukum yang 

dijadikan dasar sehingga badan atau pejabat tata usaha negara dianggap 

berwenang melakukan tindakan hukum dalam hal ini KTUN yang 

disengketakan. 
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Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat 

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pada dasarnya dapat digolongkan 

dalam tiga kelompok yaitu: 

1. Kelompok pertama adalah orang orang atau badan hukum perdata 

sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN, disini orang atau badan 

hukum perdata tersebut secara langsung terkenan kepentingan nya oleh 

keluarnya KTUN yang dialamatkan kepadanya, karena itu ia berhak 

mengajukan gugtan. 

2. Kelompok kedua adalah orang orang atau badan hukum perdata yang 

dapat disebut sebagai pihak ketiga yang bekepentingan yang meliputi : 

a. Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang 

berkepentingan, kelompok ini merasa terkena kepentingan secara 

tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya 

dialamatkan kepada oranglain. 

b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan(pecinta lingkungan) sebagai 

pihak ketiga dapat merasa berkepentingan karena keluarnya suatu 

KTUN itu dianggap bertentangan dengan tujuan tujuan yang mereka 

perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya 

3. Kelompok ketiga adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang lan 

namun Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberi 

hak kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menggugat.  

Adanya kepentingan merupakan suatu syarat minima; untuk dapat dijadikan 

alasan mengaajukan gugatan di pengadilan Tata usaha Negara pengertan 

kepentingan dalam kaitannya denganhukum acara Pengadilan Tata Usaha 

Negara mengandung arti yaitu : 

a. Menunujuk kepada nilai yang harus dilndungi oleh hukum  

b. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan 

suatu proses gugatan yang bersangkutan. Ada adigum yang mengatakan 

point d’interet point d’action ( bila ada kepentingan maka disitu baru 
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boleh diproses). Berproses yang tidak ada tujuan nya harus dihindarkan, 

sebab tidak bermanfaat bag keepentingan umum. 

3. Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara  

Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah seseorang atau 

badan hukum perdata sebagai pihak penggugat da badan atau pejabat tata usaha 

negara sebagai tergugat. Seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki 

kualitas atau hak sebagai pihak penggugat menurut pasal 1 angka 4 dan paal 53 

ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara adala seseorang atau 

badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat 

dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negaa oleh badan atau pejabat Tata 

Usaha Negara sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, badan atau 

pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha 

Negara yang dimohonkannya.  

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa seseorang atau badan hukum 

perdata itu tidak harus orang atau badan hukum perdata yang dituju secara 

langsung suatu KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha 

Negara. Tetapi yang penting adalah bahwa seseorang atau badan hukum perdata 

tersebut dapat membuktikan bahwa kepentingannya dirugikan akibat 

dikeluarkannya KTUN, bahkan dalam pasal 83 Undang-Undang Pengadilan 

Tata Usaha Negara dan pasal 118 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha 

Negara ditegaskan adanya gugatan intervensi dan gugatan perlawanan yang 

pada dasarnya orang atau badan hukum perdata yang melakukan hal itu 

bukanlah yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara 

tersebut, tetap hal itu dilakukan semata mata karena merasa kepentingannhya 

juga dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.  
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4.  Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara  

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata 

Usaha Negara menyebutkan : 

a. Dalam suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang 

oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

menyelesaikan secara administrastif sengketa Tata Usaha Negara 

tertentu,maka sengeta Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui 

upaya administratif yang tersedia 

b. Pengadilan baru berwenaang memeriksa,memutus dan menyelesaikan 

sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika 

seluruh upaya administratif sudah dilakukan. 

Dalam pasal 48 disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu 

prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan  hukum perdata 

apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu 

dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri, dalam hal ini penyelesaian 

harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansii lai dari yang mengeluarkan 

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain upaya 

administratif itu adalah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilaan bebas 

artinya beberapa perkara itu tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara tetapi diselesaikan dengan upaya Administratif, perbedaan upaya 

administratif dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata 

Usaha Negara hanya memeriksa dan menilai dari segi hukum nya sajaa 

sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang 

Pengadilan Tata Usaha Negara.  

5. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara  

Paul Scholten sebagaimana dikutio oleh Burgink memberikan definisi 

asas hukum adalah pikiran pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang 

sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan aturan perundang 
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undangan dan putusan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan da 

keputusan individual. 

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maka secara 

garis besar terdapat beberapa asas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : 

a. Asas praduga rechmatig  

b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan 

tata usaha negara yang dipersengketakan 

c. Asas para pihal harus didengar 

d. Asas kesatuan beracara dalam perka 

6. Pembuktian dalam Pengadilan Tata Negara Usaha 

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Pengadilan Tata 

Usaha Negara diatur dalam pasal 100 sampai pasal 107 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1986 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam 

Pasal 100 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

disebutkan alat alat bukti yang dapat diajukan dalam Hukum Acara Pengadilan 

Tata Usaha Negara yaitu : 

a. Surat atau tulisan 

Yang terdiri dari tiga jenis seperti Akta otentik yaitu surat yang 

dibuat oleh seorang pejabat umum yang menurut perturan 

perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan 

maksud digunakan digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa 

hukum. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan 

ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan 

maksud digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa hukum. 

Dan surat lainnya yang bukan akta. 

b. Keterangan ahli 

Yaitu pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam 

persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan 



24 

 

 
 

pengetahuannya, keterangan ahli dapat diajukan oleh piihak yang 

berperkara maupun dengan prakarsa hakim. 

c. Keterangan Saksi 

Dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan 

dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi tersebut, 

saksi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, sebelum 

memberikan keterangan saksi akan disumpah dan berjanji terlebih 

dahulu.  

d. Pengakuan Para Pihak 

Yaitu salah bukti yang diberikan oleh hakim kepada para pihak 

untuk menyatakan pendapatnya, sesuai dengan apa yang 

dialaminya, pengakuan para pihak tidak dapat dicabut kecuali 

berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Hakim. 

e. Pengetahuan Hakim 

Yaitu hal-hal yang diketahui oleh hakim dan diyakini 

kebenarannya, dengan kata lain pengetahuan ini harus di peroleh 

hakim dalam persidangan. 

Untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara, sebelum mengajukan 

gugatan penggugat sebaiknya telah mempersiapkan bukti-bukti yang dapat 

menguatkan gugatannya, sehingga dapat memenangkan perkara. Pada umumnya 

alat bukti yang disiapkan adalah surat atau tulisan dan saksi. Dalam pasal  107 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hakim yang 

menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian beserta penilaian 

pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan 

keyakinan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka hukum Acara 

Pengadilan Tata Usaha Negara menganut asas pembukian bebas, namun 

terdapat batas-batas tertentu terhadap kebebasan dalam Hukum Acara 

Pengadilan Tata Usaha, misalnya syarat-syarat sekurang-kurangnya dua alat 
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bukti untuk sahnya pembuktian serta penyebutan alat-alat bukti secara 

limitatif.
19

 

C. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pengertian kewenangan merupakan hal jabatan yang sah untuk 

memerintah oranglain bertindak dan memeriksa pelaksanaannya, kewenangan 

merupakan salah satu konsepsi dari hukum administrasi negara. Kewenangan 

adalah  Pkekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tetentu yang bulat 

sedangkan wewenang hanya mengenai satu pelengkap tertentu saja  

Di dalam pengadilan wewenang sering disebut dengan kompetensi, 

kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) 20. Kewenangan 

memiliki arti penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi 

negara, kewenangan yang didalam nya terkandung hak dan kewajiban, menurut 

P. Nicolai kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum 

tertentu yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum. 

Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa,mengadili dan 

memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang 

ada berdasarkan peraturan perundang undangan yang belaku. Kedudukan dan 

jenis tingkatan dari pengadilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama 

berkedudukan di setiap kabupaten/kota, pengadilan tinggi(Banding) 

berkedudukan disetiap provinsi, dan mahkamah agung( kasasi) berkedudukan di 

ibuka negara.  

Ada beberapa cara untuk dapat mengetahui kompetensi dari suatu 

pengadilan untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan suatu perkara; pertama 
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dapat dilihat dari pokok sengketa nya (geschilpunt,fundamental petendi)21 

;kedua dengan melakukan pembedaan atas atribusi ( absolute competentie atau 

atributive van rechmacht) dan delegasi (relative competentie atau distributie van 

rechmacht) ; ketiga dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan 

kompetensi relatif. 

Dilihat dari pokok sengketa nya, apabila pokok sengketanya terletak 

dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkopetensi adalah 

hakim biasa      ( hakim pengadilan umum), apabila pokok sengketanya terletak 

dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkuasa ialah hakim 

PTUN. Komptensi atas atribusi itu berkaitan dengan pemberian wewenang yang 

bersifat bulat ( absolut) mengenai materi nya yang dapat dibedakan secara 

horizontal dan vertikal 

1. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari 

suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang 

mempunyai keedudukan sederajat atau setingkat, contoh ; pengadilan 

Administrasi terhadap Pegadilan Negeri, Pengadilan Agama atau 

Pengadilan Militer 

2. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari 

suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara 

berjenjang atau hirarkies mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, 

contohnya Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Tinggi dan 

Mahkamah Agung. 

Kemudian juga ada distribusi yang berkaitan dengan pembagian 

wewenang, yang bersifat terinci (Relatif) di antara badan-badan yang sejenis 

mengenai wilayah hukum, contoh antara Pengadilan Negeri Aceh. Kewenangan 

absolut dari Peradilan Tata Usaha adalah untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara 

                                                             
21
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seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha 

negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk 

sengketa kepegawaian (pasal 1 angka 10 Undang Undang 51 Tahun 2009) dan 

tidak dikeluarkannya suatu keputsan yang dimohonkan seseorang sampai batas 

waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang undangan, sedangkan 

hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang 

bersangkutan(Pasal 3 Undang undang PTUN) 

Kompetensi Relatif adalah kewenangan dari Pengadilan dari Pengadilan 

sejenis yang berwenang untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara yang 

bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka 

kompetensi relatif nya adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha 

Negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

tersebut yang ada kaitan nya dengan kewenangan PTUN.  

Sehubungan dengan pasal 54 Undang Undang PTUN dapat diajukan 

ditempat tergugat berdomisili, apabila tergugat nya lebih dari satu maka dapat 

diajukan gugatan kepada PTUN salah satu tergugat. Pengadilan harus 

menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutuskan 

perkara tersebut apabila bukan menjadi kompetensi atau wewenangnya. 

Berkaitan dengan kompetensi atau wewenang Pengadilan Tata Usaha 

Negara dalam pasal 77 Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara 

menyebutkan : 

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama 

pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan 

absolut pengadilan maka hakim mengetahui hal itu karena jabatan nya 

hakim wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 

sengketa yang bersangkutan. 

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum 

disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus 

diputus sebelum pokok perkara diperiksa 
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3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat 

diputus bersama dengan pokok sengketa  

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetesi atau wewenang relatif 

dari Pengadilan Tata Usaha Negara harus disampaikan tergugat sebelum 

memberikan jawaban atas pokok perkara, apabila eksepsi disampaikan setelah 

memberikan jawaban atas pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak bisa 

diterima lagi. 

D. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  

Pengertian Putusan Pengadlan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu 

penetapan hakim yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil dalil yang 

diajukan oleh para pihak yang bersengketa.Putusan hakim atau lazim disebut 

dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau yang 

dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa 

diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut 

pihak pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan 

keadilan terhadap perkara nya.  

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu 

pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di 

persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara 

para pihak.
22

 Selanjutnya Soedikno Mertokoesoemo menambahkan bahwa 

bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan,melainkan juga 

pernyataanyang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dicapkan oleh 

hakim di persidangan.
23

 

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai 

putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan 
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di pesidangan(uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis). 

Dalam literatur Belanda dikenal istilah vonnis dan gewijdse, yang dimaksud 

dengan vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang 

pasti sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan gewijsde adalah 

putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya 

tersedia upaya hukum khusus. Dalam kaitannya dengan hukum acara Pengadilan 

Tata Usaha Negara, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

adalah: 

a. Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) 

yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding 

b. Putusan penadilan tinggi (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang tidak 

dimintakan kasasi 

c. Putuan mahkamah agung dalam tingkat kasasi 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 97 Undang Undang 

Nomor 5 Tahun1986 menyebutkan sebagai berikut: 

a. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi 

kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa 

kesimpulan masing masing. 

b. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 1, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa 

sidag ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim 

bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan 

segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut  

c. Keputusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua 

majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah 

diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dicapai pemufakatan bulat , 

putusan diambil dengan suara terbanyak. 
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d. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak 

dapat menghasilkan putusan, pemusyawaratan ditunda sampai 

musyawarah majelis berikutnya. 

e. Apabila dalam musyawaah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara 

terbanyak,maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan. 

f. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang 

terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lain yang harus 

diberitahukan kepada kedua belah pihak 

g. Putusan pengadilan dapat berupa  

a). Gugatan ditolak 

b). Gugatan dikabulkan 

c). Gugatan tidak diterima 

d).  Gugatan gugur 

h. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusn pengadilan tersebut 

dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau 

pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN 

i. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf h berupa : 

a). Pencabutan yang bersangkutan atau 

b). Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang 

baru, atau 

c). Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 

J .Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disertai pembebanan 

ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf i 

menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud 

dalam huruf i dan huuf j dapat disertai rehabilitas 

 

2. Jenis Jenis Putusan Tata Usaha Negara 

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan 

adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkara 
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nya dengan mengambil suatu putusan. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara (PTUN) kadang bersifat condemnatoir kadang juga bersifat keputusan 

konstitutief. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat ex tunc 

hanya bersifat declatoir, putusan yang bersifat konstitutief misalnya pembayaran 

ganti kerugian dan penundaan pelaksanaan KTUN.  

Jika dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 , maka keputusan comdemnatoir mencakup : 

a. Kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah dinyatakan batal 

b. Kewajiban mencabut keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan 

penggnti  

c. Kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal objek sengketa keputusan 

fiktif negatif 

d. Kewajiban membayar ganti rugi 

e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar kompensasi dalam 

sengketa kepegawaian  

Seperti hal nya hukum acara Perdata, dalam Hukum Acara Pengadilan 

Tata Usaha Negara juga dikenal ada nya Putusan Akhir dan Putusan yang bukan 

Putusan Akhir.
24

 Adanya putusan yang yang disebut putusan yang bukan 

putusan akhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan sebagai 

berikut : 

Pasal 113 ayat 1  

a. “putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan 

dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya 

dicantumkan dalam berita acara sidang” 

 

 

 

                                                             
24

 R.Wiyono,Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 

2008, hlm. 187  
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Pasal 124  

b. “putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir 

hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama sama dengan 

putusan akhir” 

1. Putusan yang bukan putusan akhir  

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai, 

tujuan dilakukan putusan yang bukan putusan akhir yaitu untuk memungkinkan 

pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan. 

Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yaitu : 

a. Putusan hakim  yang dijatuhkan karena jabatan nya yag menyatakan 

tidak mempunyai kewenangan absolute  

b. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenaangan 

absolute yang diajukan oleh tergugat.  

jika tergugat keberatan terhadap putusan hakim yang dimaksud maka 

dapat mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dengan demikian 

walaupun putusan tersebut bukan putusan akhir tetapi putusan itu bisa dianggap 

putusan akhir sama dengan yang berlaku pada Hukum Acara Perdata.
25

 

2. Putusan Akhir  

Putuusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah 

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai di Pengadilan. 

 Kemudian pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur 

dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Nomor 9 

Tahun 2004 ada beberapa macam yaitu 
26

 : 

 

                                                             
25

 Soeparmo,  Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Bandung , Mandar Maju, 

2000, hlm. 124.  
26

 Irfan fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan 

Pemerintah, Alumni , Jakarta, 2004, hlm. 3  
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a. Putusan Pokok  

Putusan pokok adalah pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan 

administrasi negara yang disengketakan  

b. Putusan Tambahan  

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat 

ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang 

mengeluarkan keputusan, kewajiban tersebut yaitu : 

a)  Pencabutan keputusan administrasi negara yang 

bersangkutan 

b) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan 

dan     menerbitkan keputusan baru  

c) Menerbitkan keputusan dalam hal objek gugatan fiktif 

negatif  

c. Putusan Remedial  

Putusan Remedial adalah untuk memulihkan akibat yang telahh 

ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah 

yang dapat berupa rehabilitasi dan ganti rugi  

d. Putusan Penguat  

Putusan penguat adalah putusan sebagaai alat pemaksa, agar putusan 

yang bersifat komdenatoir dapat terlaksana, yaitu : 

a) Kewajiban membayar sejumlah uang paksa 

b) Penjatuhan sanksi administratif  

c) Mengajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk 

melaksanak putusan  

d) Mengumumkan di media massa cetak 

e) Mengajukan kepada dpr untuk menjalankan fungsi pengawasan  
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E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang 

Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Menurut Sudikno Mertokusumo pelaksanaan putusan hakim pada 

hakikat nya ialah realisasi dari kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk 

memenuhi perjanjian yang terdapat dalam putusan tersebut,melaksanakan 

putusan berarti memenuhi kewajiban tehadap perjanjian yang di bebankan oleh 

hakim melalui putusan nya.
27

 Dengan dikeluarkan nya putusan oleh hakim yang 

mengadli perkara dalam praktik sering terjadi putusan belum dapat dikatakan 

selesai karena banyaknya muncul persoalan baru seperti dapat atau tidaknya 

tergugat menjalankan putusan, oleh sebab itu terkadang penggugat hanya 

menang secara formalitas saja. 

 Kajian terhadap produktivitas badan peadilan dengan melihat putusan 

putusan hakimnya perlu dilakukan karena atas dasar itu harus dilihat pula 

manfaatnya,dikarenakan belum adanya upaya mengembangkan pemikiran 

pemikiran teori hukum administrasi umum kedalam bentuk peraturan perundang 

undangan maka peranan putusan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Apabila dilihat dari ide 

pembentukannya berdasarkan penjelasan pemerintah saat ingin melakukan 

perancangan undang undang tanggal 29 April 1986, Pengadilan Tata Usaha 

dibentuk adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga 

negaranya sebagai akibat dari tidakan sewenang wenang yang dilakukan oleh 

pemerintah yang melanggar hak hak warga negara yang bertujuan memberikan 

perlindungan hukum terhadap warga negara. 

 Masalah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ada 

sejak berdirinya pengadilan tata usaha ini, dan masih menjadi masalah sampai 

sekarang dengan kata lain belum ditemukan mekanisme bagaimana putusan 

harus dilaksanakan sesuai dengan materi yang ada dalam putusan. Pelaksanaan 

                                                             
27 Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, 

Yogyakarta, Liberty, hlm 158. 
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putusan dalam hukum administrasi merupakan penentu keberhasilan sistem 

kontrol pengadilan terhadap tindakan sewenang wenang nya pemerintah, karena 

materi muatan putusan tidak ada manfaatnya apabila pemeritah tidak 

melaksanakan putusan tersebut. 

Pelaksanaan putusan PTUN adalah aturan tentang cara dan syarat syarat 

yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang 

berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah 

bersedia mematuhi isi keputusan dalam waktu yang ditentukan.
28

 Eksekusi dapat 

diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan pengadilan 

adalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan bantuan pihak luar yang 

bersengketa.  

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah 

putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak 

ada upaya hukum lagi. Dengan demikian yang dapat di eksekusi hanya putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekutan hukum tetap yaitu, apabila : 

a. Apabila pengggugat dan tergugat telah menyatakan menerima putusan 

pengadilan, padahal keduanya memiliki hak untuk melakukan upaya 

banding  

b. Lewat dari waktu yang sudah ditentukan, keduanya tidak dapat lagi 

mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ataupun kasasi. 

Dalam pasal 115 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan 

bahwa hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bisa 

dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum 

tetap tidak bisa eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih 

mempunyai upaya hukum dan tidak dapat dimintakan eksekusinya. 

                                                             
28

 R. Soepomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Prdanya Paramita, Jakarta  ,1993 

,hlm. 105.  
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Pengaturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan untuk pertama kali 

diatur dalam pasal 116 Undang Undang Nomor 5 Tahhun 1986, namun 

kemudian diubah dengan ketentuan pasal 116 Undang Undang Nomor 9 Tahun 

2004 Adapun macam-macam mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara yaitu : 

a. Eksekusi Otomatis  

Eksekusi otomatis terdapat dalam pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang Undang Nomor 51 

Tahun 2009. Berdasarkan perintah ketua pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh 

panitera pengadilan dalam waktu 14 hari setelah keluar putusan yang 

berkekuatan hukum tetap.  

Penyelesaian pelaksanaan putusan otomatis ini di pertahankan oleh 

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi dengan ketentuan apabila 

dalam waktu empat bulan setelah putusan inckrah dikirimkan dan tergugat tidak 

melaksankan pencabutan objek sengketa maka KTUN tersebut tidak mempunyai 

kekuatan hukum lagi  

b. Eksekusi Hirarkies  

Eksekusi Hirarkies diatur dalam pasal 116 ayar 3,4 dan 5 Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah keluarnya 

Undang undang Nomor 51 Tahun 2009, karena di haruskan tergugat untuk 

melaksanakan putusan pengadilan yang meupakan kewajibannya untuk 

pencabutan keputusan tata usaha negara, menerbitkan keputusan tata usaha 

negara yang baru atau menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal objek 

gugtan fiktif negatif dan apabila setelah tiga bulam ternyata tergugat tidak 

menjalankan kewajibannya maka penguggat mengajukan permohonan ke 

Pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan 

pengadilan tersebut. 
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 Jika tergugat juga tidak menjalankan putusan tersebut ketua pengadilan 

mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan, apabalia 

tergugat juga masih tidak menjalankan kewajiban nya untuk melaksanakan 

putusan maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada presiden 

sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat 

melakukan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan  

c. Eksekusi Upaya Paksa 

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hirarkies tingkat keberhasilan 

pelaksanaan putusan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat 

rendah, kemudian keluarnya mekanisme upaya paksa dengan harapan membawa 

perubahan besar terhadap kepastian hukum di pengadilan tata usaha negara, 

karena apabila tergugat juga masih tidak menjalankan putusan pengadilan 

sampai pada waktu yang ditentukan maka pejabat yang bersangkutan di kenakan 

uang paksa atau sanksi administratif seperti apabila pejabat tidak menjalankan 

putusan pengadilan maka akan diumumkan pada media cetak setempat.  

Diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dilaksanakan 

adalah diktum gugatan dikabulkan yaitu yang menyatakan batal atau tidak sah 

nya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha 

Negara dan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau 

pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara. 

 Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 116 dapat diketahui bahwa ada 

dua cara pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu : 

1. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 

yang menyatakan batal atau tidak sah nya keputusan Tata Usaha Negara 

yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara juga menetapkan bahwa 

badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus mencabut 

keputusan Tata Usaha yang dimaksud atau mengeluarkan keputusan 

yang baru. 
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2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 

yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus 

menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud 

dalam pasal  

Untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari pasal 

116 ayat 2 dapat diketahui bahwa dalam tenggang waktu empat bulan setelah 

Putusan Pengadilan dikirim oleh panitera Tergugat harus mencabut Keputusan 

Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara. Jika 

tergugat tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara itu maka keputusan Tata 

Usaha yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Perlu 

diperhatikan bahwa yang menjadi ukuran dimulainya tenggang waktu empat 

bulan tersebut adalah empat bulan setelah Putusan pengadilan dikirim oleh 

panitera dan bukan setelah Putusan pengadilan yang dikirim panitera dan 

diterima tergugat. Untuk pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur sebagai 

berikut : setelah tiga bulan sejak tergugat menerima salinan putusan pengadilan 

dan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan 

tata usaha  maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 

untuk mengadilinya ditingkat pertama agar memerintahkan kepada tergugat 

melaksanakan keajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut, 

dalam penjelasan pasal 116 bahwa tenggang waktu tiga bulan itu tidak bersifat 

mengikat. 

 Jika ketua pengadilan tidak memerintahkan kepada tergugat dan tergugat 

tetap tidak mau melaksanakan kewajiban nya untuk menerbitkan Keputusan 

Tata Usaha Negara, pasal 116 ayat 4 sesudah ditiadakan perubahan dengan 

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa terhadap pejabat 

yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang 

paksa atau sanksi administratif. Jadi, terhadap tergugat yang tidak bersedia 

melaksanakan Putusan Pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 dikenakan sanksi sebagai berikut : 
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a. Pembayaran sejumlah uang paksa 

Dalam pasal 116 ayat 4 sesudah ditiadakan perubahan dengan Undang 

Undang Nomor 9 tahun 2004 menyebjutkan bahwa yang dimaksud dengan 

pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa, dalam pasal 116 ayat 4 adalah 

pembebanan berupa pembayaran sejumlah yang telah ditetapkan oleh hakim 

karena jabatan nya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat 

memutuskan mengabulkan gugatan dari penggugat. 

 Dari penjelasan pasal 116 ayat 4 dapat diketahui bahwa agar putusan 

pengadilan dapat dieksekusi dengan uang paksa maka diperlukan beberapa 

syarat sebagai berikut : 

a) Pembebanan uang paksa haus dicantumkan dalam dalam amar 

putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan.  

Jika sampai putusan pengadilan tidak sampai 

mencantumkan adanya uang paksa sedang tergugat tidak bersedia 

melaksanakan putusan pengadilan yang berupa kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 maka jalan 

keluarnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri 

dengan alasan tergugat telah melakukan perbuatan yang 

beertentangan dengan kewajiban hukum nya sendiri, atau dengan 

kata lain tidak melaksanakan kewajiban nya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 97 ayat 9  

b) Uang Paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatan nya  

Dengan demikian meskipun didalam gugatan penggugat tidak 

mencantumkan asanya uang paksa yang dibebankan kepada 

penggugat dalam amar putusan hakim dapat mencantumkan adanya 

uang paksa 

c) Uang paksa baru dapat dilaksanakan pembebanan kepada 

tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan 

yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 97 
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ayat 9, dan jika putusan pengadilan tersebut sudah memiliki 

kekuatan hukum tetap. 

b. Sanksi Administratif  

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan oleh badan atau 

pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan 

sanksi tersebut. Sanksi Adminisstratif tidak hanya berupa hukuman disiplin 

tetapi juga dapat berupa sanksi lain misalnya alih tugas jabatan yang semula jadi 

pimpinan kemudian dialihkan menjadi staff biasa. Selain dikenakan sanksi 

dibebankan uang paksa dan sanksi administratif dalam pasal 116 ayat 5 

menentukan bahwa tergugat akan diumumkan pada media masa catak setempat 

oleh panitera sejak tidak dilaksanakan nya putusan pengadilan oleh tergugat. 

 Pembaharuan pasal 116 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 

Mengbah mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang 

awalnya eksekusi hirarkies menjadi eksekusi upaya paksa, perubahan ini juga 

merupakan lemahnya kekuasaan badan pengadilan terhadap peeraturan 

perundang undangan yang dinliai tidak mampu memberikan tekanan kepada 

pihak pemerintahan untuk melaksankan putusan Pengadilan. Pasal 116 Ayat 4 

dan 5 setelah perubahan pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang 

menjelaskan bentuk upaya paksa yaitu : 

1. Kewajiban membayar sejumlah uang paksa 

2. Pengenaan sanksi administratif 

3. Publikasi pejabat yang tidak melaksanakan putusan di media masa cetak 

Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak 

dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, 

seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Pidana dan Pengadilan 

Perdata, tetapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Dalam hal ini Presiden sebgai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam 
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pembinaan pegawai negeri atau aparatur pemerintahan, Presiden sebagai kepala 

pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan dapat 

mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pinsip negara hukum.
29

 

Dari rangkaian proses pengadilan tidak satupun di luar putusan 

Pengadilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada 

pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan keajiban 

untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Diantara proses pengadilan hanya 

putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak. pada 

pokoknya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah cara dan 

syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu 

pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak 

yang kalah tidak bersedia mematuhi subtansi putusan hakim dalam waktu yang 

telah ditentukan. Memperhatikan batasan putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara dihubungkan dengan batasan sengketa administrasi dalam Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sengketa administrasi Tata Usaha Negara, 

antara orang atau badan hukum perdata dengan akibat dikeluarkannya keputusan 

Tata Usaha Negara. 

Fungsi pengawasan Pengadilan tata Usaha Negara memang sulit 

dilepaskan dengan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat sebab seolah-

olah fungsi individu di depan Pengadilan Tata Usaha Negara berada pada pihak 

yang paling lemah. Tolok ukur bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara saat 

ini dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara adalah pasal 1 ayat 9 dan ayat 

10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai pengertian Keputusan 

Tata Usaha Negara. Mekanisme kontrol yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha 

Negara memilki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan bentuk 

kontrol lainnya terhadap pemerintah yaitu misalnya yang dilakukan oleh instansi 
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intern pemerintah itu sendiri ataupun kontrol yang dilakukan yang dilakukan 

oleh badan-badan perwakilan rakyat bentuk kontol seperti hanya sosial kontrol, 

media kontrol, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan sebagai 

suatu bentuk yudisial review atau pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan 

Pengadilan. Sebagai lembaga yudisial review, Pengadilan Tata Usaha Negara 

menunjukan ciri karakteristik sebagai suatu ekstrenal kontrol yang bersifat 

represif dan pada dasarnya ia hanya menilai segi-segi legalitas saja dari 

tindakan-tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik, khusunya 

mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya.  

.
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BAB TIGA 

TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 

TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA 

NEGARA NOMOR 09/G/PTUN-BNA 
 

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 

09/G/PTUN-BNA 

Tahapan penanganan pekara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda 

Aceh yang sudah di lakukan oleh para pihak berawal dari alasan diajukan nya 

gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa penggugat diangkat oleh Wali  

Kota Banda Aceh, sebagai Direktur teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda 

Aceh 

 berdasarkan keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 821. 2/ KPTSP / BKPP / 

352 / 2013 tanggal 9 April 2013, penggugat menduduki jabatan direktur teknik 

pada PDAM Tirta Daroy didasarkan atas usulan Badan Pengawas berdasarkan 

surat Badan pengaawas PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh Nomor: S-

06/BP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Persetujuan Direktur 

Definitif. Saat menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy 

Wali Kota Banda Aceh menganggap penggugat tidak berkompeten menjadi 

Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy dikarenakan banyak kerugian saat 

penggugat menjabat, namun penggugat merasa keberatan karena penggugat 

sudah berkerja dengan maksimal sehingga pengggat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, bahwa objek sengketa yang digugat 

tersebut sesuai dengan unsur unsur yang diatur didalam Pasal 1 angka 9 UU 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat 

sangat terkejut menerima surat keputusan Nomor 307 Tahun 2014 tentang 

pemberhentian Direktur teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama 

penggugat yang di tandatangani oleh Wakil Wali kota Banda Aceh dan surat 



44 

 

 
 

keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 306 Tahun 2014 tentang penunjukan 

pelaksana tugas (plt) Direktur teknik PDAM Tirta Daroy atas nama Ir. Mukhlis 

yang ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, yang merupakan objek 

sengketa, selain tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh Direktur 

Utama, penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas untuk di 

evaluasi kinerjanya dan penggugat juga tidak pernah menerima surat 

rekomendasi atau usulan pemberhentian dari Badan Pengawas PDAM Tirta 

Daroy, kemudian penggugat juga merasa tidak berbuat sesuatu yang melanggar 

aturan PDAM Tirta Daroy.
30

 

Setelah penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha 

Banda Aceh tahap selanjutnya adalah jawaban dari tergugat dalam hal ini Wali 

Kota Banda Aceh menjawab gugatan dari penggugat  dengan alasan bahwa 

penggugat tidak berkompeten untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik 

PDAM Tirta Daroy, selain itu tergugat juga mengatakan dalam jawabannya 

bahwa selama 1 tahun penggugat menjabat sebagai Direktur Teknik PDAM 

Tirta Daroy Kota Banda Aceh tidak mampu menangani sistem pengawasan pada 

instalasi pengolahan air sehingga banyak terjadi kerugian pada PDAM Tirta 

Daroy. 

Tahap selanjutnya adalah pembuktian, dimana para pihak menyertakan  

bukti-bukti untuk menguatkan posisinya di persidangan, pengguat dengan bukti-

bukti yang dimilikinya tergugat pun demikian, dalam hal ini penggugat untuk 

menguatkan dalil-dalil gugatannya menyertakan sebelas bukti, tergugat juga 

demikian untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tergugat menyertakan tiga 

belas bukti, selain menyertakan bukti surat, penggugat dan tergugat juga 

menyertakan Saksi. Dalam hal pemeriksaan sengketa telah diselesaikan para 

pihak, kemudian para pihak diberikan hak untuk memberikan pendapat yang 

terakhir yang dimuat dalam kesimpulan, dalam hal ini penggugat Ir. Jufrizalsyah 
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dan Wali Kota Banda Aceh memberikan kesimpulan bahwa tetap pada gugatan 

dan jawabannya masing-masing dalam artian bahwa para pihak menyimpulkan 

apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak sudah sesuai dengan yang 

seharusnya. Selanjutnya adalah putusan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau 

ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan dulu kepada para pihak, dalam 

perkara Nomor 09/G/PTUN-BNA hakim memutuskan bahwa mengabulkan 

seluruh gugatan penggugat, menyatakan batal keputusan Wali Kota Banda Aceh 

terhadap pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy dan mewajibkan 

tergugat untuk mengembalikan penggugat pada jabatan semula. Berhubungan 

tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut diatas adalah 

pejabat, maka keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara sangat tergantung pada wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan 

kesadaran hukum para Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. 

Dalam perkara Nomor 09/G/PTUN-BNA penggugat adalah pihak yang 

memenangkan perkara namun setelah tiga bulan keluarnya putusan pengadilan 

pihak tergugat tidak melaksanakan kewajiban nya untuk melaksankan isi 

putusan, kemudian pihak penggugat mengajukan permohonan kepada ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara agar pengadilan memintakan kepada tergugat 

untuk melaksanakan putusan pengadilan, namun pada tahap awal tenggang 

waktu tiga bulan ini tidak bersifat memaksa hanya pemerberitahuan saja kepada 

tergugat untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut 

Tetapi dalam hal ini tergugat masih tidak menjalankan kewajibannya 

untuk melaksanakan putusan pengadilan, ketua pengadilan mengajukan hal ini 

kepada instansi diatas nya menurut jenjang jabatan, instansi atasan setelah dua 

bulan menerima pemberitahuan dari Pengadilan sudah memeintahkan tergugat 

untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun juga pihak tergugat tetap tidak 

melaksanakan kewajiban nya untuk melaksanakan putusan pengadilan sehingga 

ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang 
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kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan 

putusan pengadilan.  

Inilah yang menjadi suatu permasalahan walaupun permohonan sudah 

diajukan hingga sampai kepada presiden namun pihak tergugat juga tidak mau 

menjalankan kewajibannya, sehingga selama ini banyak yang beranggapan 

bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha seperti macan ompong karena banyaknya 

putusan yang tidak dapat dieksekusi.
31

 Kemudian juga ada yang beranggapan 

bahwa menang di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti menang hanya diatas 

kertas, dengan maksud bahwa setelah keluarnya putusan Hakim Pengadilan Tata 

Usaha Negara, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, dalam hal ini 

Pejabat Tata Usaha Negara.
32

 Anggapan tersebut tentu lahir karena ada nya 

kenyataan jika dilihat dari pengadilan yang lain setelah putusan berkekuatan 

hukum tetap, langsung bisa segera dieksekusi. Namun beda hal nya di 

Pengadilan Tata Usaha Negara setelah gugatan penggugat dikabulkan oleh 

pengadilan, yang sudah berkekuatan hukum tetap apabila pihak tergugat selaku 

pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan nya, kemenangan 

penggugat sama dengan sia-sia karena penggugat tidak bisa menikmati hasil 

kemenangan nya tersebut. 

Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa apabila tedapat adanya 

eksekusi, maka empat bulan setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tergugat tidak menjalankan 

kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu 

tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dengan demikian tidak perlu lagi ada 

tindakan-tindakan atau upaya-upaya lain dari pengadilan misalnya surat 

peringatan dan sebagainya, sebab  Keputusan Tata Usaha Negara itu dengan 
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sendrinya akan hilang kekuatan hukumnya.
33

 Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara sewaktu-waktu melakukan tindakan yang dianggap meugikan 

masyarakat, hal lain yang mungkin timbul dengan berbagai sebutan karena 

ketidaktahuan, atau tekanan dari pihak eksternal.
34

 

B. Tinjauan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Terhadap putusan 

Nomor 09/G/PTUN-BNA. 

Sengketa antara Ir. Jufrizalsyah melawan Wali Kota Banda Aceh, yang 

dimana Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat 

seluruhnya dan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penggugat ke 

jabatan nya semula, namun dalam hal ini tergugat tidak menjalankan 

kewajibanya untuk melaksnakan putusan yang terhitung sejak putusan 

pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, ini jelas bertentangan dengan 

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 yaitu : 

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera 

pengadilan yang mengadili nya dalam tingkat pertama selambat 

lambatnya dalam waktu 14 hari kerja  

2. Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima 

tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 97 ayat 9 huruf a keputusan tata usaha negara yang 

disengketakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. 

3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam 97 ayat 9 huruf b dan c dan kemudian 

setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan 
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maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan 

tergugat melakasanakan putusan pengadilan tersebut. 

4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersagkutan 

dikenakan paya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau 

sanksi administratif  

5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media cetak setempat oleh 

panitera sejak tidak terpenuhi nya ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat 3 

6. Disamping diumumkan pada media masa cetakk setempat sebagaiman 

dimaksud pada ayat 5 ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada 

presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memrintahkan 

pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga 

perwakilian rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. 

7. Ketentuan mengenai bessaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan 

tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa atau sanksi administratif 

diatur dengan peraturan perundang undangan.  

Jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 ayat 

4 dan 5 Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah tergugat Wali Kota 

Banda Aceh yang tidak melaksanakan putusan pengadilan akan dikenanakan 

sanksi administratif atau pembayaran sejumlah uang paksa namun sampai 

sekarang permasalahan ini belum selesai karena di dalam Undang Undang 

tentang PTUN belum mengatur secara jelas mekanisme pembayaran uang paksa 

termasuk besaran uang paksa dan sanksi administratifnya, maka dari itu 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih menguraikan tentang 

pelaksanaan putusan secara umum tidak merinci bagaimana seharusnya cara 

eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap pejabat tata usaha negara dalam hal 
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ini tergugat yang tidak mau melanjalankan kewajiban nya untuk melaksanakan 

putusan tersebut. 

Dari perkara tersebut tentulah penggugat terkena dampak hukum akibat 

dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberhentikan dirinya 

semula mejadi Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy, Namun di dalam amar 

putusan penggugat meminta untuk dikembalikan jabatan nya kembali, namun 

yang sampai saat ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh penggugat, 

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Wali Kota Banda Aceh sejak 

keluarnya putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap tidak 

berkekuatan hukum lagi, walaupun Keputusan Tata Usaha Negara tersebut 

sudah tidak berkekuatan hukum lagi, penggugat juga tidak merasakan 

keuntungan apapun dikarenakan penggugat selaku yang memenangkan perkara 

tidak bisa menduduki posisi nya yang semula sebagai Diektur Teknik PDAM 

Tirta Daroy. 

Sebagai negara yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku 

dibutuhkan suatu pegujian yuridis terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat 

menghasilkaan perlindungan bagi kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat 

tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja, dengan kewenangan yang 

besar dan luas menimbullkan potensi penyelewengan yang serius. Namun dalam 

perkembangan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, lemahnya kekuatan 

hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disebabkan karena tidak adanya 

lembaga eksekutorial, membuat masyarakat cemas akan kekuatan Pengadilan 

Tata Usaha Negara yang menjadi peluang penyalahgunaan wewenang 

pemerintah yang bedampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat.  

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas menyenangkan 

hati rakyat secara sesaat saja, karena walaupun ketika rakyat dalam hal ini 

penggugat sudah memenangkan persidangan, penggugat tetap tidak 

mendapatkan kepastian hukum dari kemenangannya tersebut, putusan 

pengadilan hanya sebatas putusan yang dibaca dalam persidangan dan tulisan 
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yang tertulis dalam amar putusan, karena seluruh kebijakan tetap kembali pada 

Pejabat Tata Usaha Negara walaupun Pejabat Tata Usaha Negara selaku 

tergugat sudah kalah dalam persidangan.
35

 

Jadi seharusnya pemerintah sudah megeluarkan peraturan yang mengatur 

tentang upaya paksa sebagaimana tercantum dalam pasal 116 ayat 7 agar tata 

cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan pelaksana,dan karena peraturannya 

belum ada maka Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melakukan upaya hanya 

sampai pemberitahuan kepada presiden agar memerintahkan tergugat untuk 

melaksanakan putusan walaupun sampai sekarang pelaksanannya masih stuck 

dan jalan ditempat. 

Melihat keterbatasan pelaksanaan upaya paksa, maka untuk dapat 

melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan 

hukum tetap saat ini yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran hukum bagi 

badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini tergugat Wali Kota Banda 

Aceh karena kekuatan hukum suatu putusan pengadilan sama dengan kekuatan 

hukum suatu undang-undang.  

Jika dilihat dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat 1 menyebutkan hakim wajib 

mengadili,megikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat,mantan hakim agung J.Johansyah mengatakan bahwa 

independensi peradilan dan hakim dalam menggali hukum baru yang 

dihubungkan dengan penyelenggaraan pengadilan yang ada ditengah masyarakat 

yaitu pemutus sengketa hukum dan menegakkan keadilan. Pada dasarnya 

eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara menekankan pada asas self respect 

dan kesadaaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara terhadap isi putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan dengan suka rela 

tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan 
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oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara terhdap Pejabat Tata Usaha Negara 

yang bersangkutan.
36

 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha 

Negara merupakan Undang-Undang tunggal yang mengatur tentang Pelaksanaan 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jika dilihat dari hirarki perundang-

undangan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemeritah, dan Peraturan daerah 

begitupula di Qanun Aceh juga tidak mengatur tentang Pelaksanaan Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sebab itulah sangat banyak putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terlaksanakan. Tidak hanya pada Perkara 

Nomor 09/G/PTUN-BNA saja yang terjadi tapi juga banyak pada perkara-lain 

yang nasibnya sama, dengan kata lain masyarakat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara, mengikuti persidangan dan menang hanya 

sekedar untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan pejabat Tata Usaha 

Negara itu sudah menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. 

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara umumnya saja, namun jika ada yang 

tidak melaksanakan akan dikenakan upaya paksa dan sanksi admnistratif namun 

dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan mekanisme atau tata cara 

upaya paksa atau sanksi administratif.
37

 

Meskipun proses eksekusi sudah dijalankan oleh para pihak namun 

eksekusi tersebut hanya seperti sebatas formalitas karena normativasi hukum 

tidak hanya cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan, dibalik 

larangan harus ada ketentuan sanksi terhadap ketidakpatuhan, sanksi hukum saat  

ini merupakan alat untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar 

orang patuh terhadap aturan hukum. Ketidakpatuhan badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 
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dapat menyebabkan Pengadilan kehilangan wibawanya dan ketidakpatuhan 

tersebut akan terus terjadi secara berulang-ulang, maka masyarakat semakin 

tidak percaya kepada Pengadilan dan aturaan hukum itu seperti tidak ada lagi. 

 Pelaksanaan Putusan Pengadilan meupakan salah satu bentuk keadilan 

dalam masyarakat karena apabila tergugat tidak menjalankan putusan 

pengadilan sama saja hak penggugat jadi termarjinalkan, seharusnya hakim bisa 

membuat produk hukum baru atau dengan tegas memutus permasalahan upaya 

paksa sehingga tergugat dalam hal ini Wali Kota Banda Aceh mau 

melaksanakan Putusan Pengadilan, sembari menunggu keluarnya peraturan 

perundang undangan yang mangatur secara jelas tentang mekanisme 

pelaksanaan putusan yang meliputi upaya paksa dan sanksi administratif. 

Dikarenakan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

tergantung dari kemauan dari pihak pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara, 

maka pemerintah sudah harus menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan 

tata cara pembayaran uang paksa dan sanksi administratif jangan sampai hanya 

menjadi ketentuan kosong yang tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya 

peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan lebih lanjut yang tertulis 

dalam ayat 7 pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengakibatkan 

hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi terikat dan tidak lagi bebas untuk 

menemukan dan menciptakan hukum atau mengambil langkah-langkah inovatif 

melalui pertimbangan putusannya sesuai dengan perkembangan hukum dan 

keadilan.
38

 

Jika peraturan perundang undangan tidak segera mengatur mekanisme 

pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas dan rinci 

dikhawatirkan semakin banyaknya kasus kasus baru yang serupa dimana 

tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak mau menjalankan putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara, itu tentunya akan membuka peluang besar bagi 
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Pejabat Tata Usaha Negara untuk berbuat sewenang wenang atas jabatan yang 

dimiliki nya, sehingga penggugat sebagai pihak yang termajinalkan akan 

semakin jauh dari rasa keadilan, dan dengan demikian prinsip keadilan dan 

kepastian hukum di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Tata Usaha 

Negara semakin memudar disebabkan pelaksanaan putusannya yang kurang 

jelas. Praktek penyelenggaraan pelaksanaan hukum berupa eksekusi di lapangan 

yang yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ada kalanya terjadi 

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh 

konseepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan 

kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara 

normatif. Secara yuridis forrmal telah memberikan kekuatan atau upaya paksa 

bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengimplementasikan putusannya. 

Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena mekanisme dan tata cara 

pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan, 

sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 116 ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 

tahun 2009 sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-Undang 

Pengadilan Tata Usaha Negara khusunya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 Pasal 116 masih belum efektif dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan  

Tata Usaha Negara.  

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh biasanya mengetahui jika 

ada putusan yang tidak dilaksanakan jika ada pihak yang bersengketa kembali 

bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk 

memerintahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan 

pengadilan, atau membuat permohonan untuk dilakukan sanksi administratif. 

Menurut Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, ketua Pengadilan Tata 
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Usaha Negara harus menanyakan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak 

mau menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
39

 

Seharusya pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha 

Negara tidak bisa hanya bergantung pada permohonan eksekusi dari pihak 

penggugat yang memenangkan persidangan karena dalam Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 119 tertulis bahwasanya : 

“Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara wajib mengawasi pelaksanaan   

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
40

 

 

Selain karena belum ada peraturan mengenai pelaksanaan putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara secara merinci juga diperlukan partisipasi aktif 

penggugat, tergugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar pelaksanaan 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berjalan secara efektif. Melihat 

banyaknya kasus pelaksanan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak 

terjalankan maka pemerintah harus segera mengambil langkah untuk 

menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak masyarakat dari pemerintah yang 

melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti langkah membuat peraturan 

perundangan-undangan yang mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak mau menjalankannya.
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah 

berkekuatan hukum tetap tentang pemberhentian Direktur teknik PDAM 

Tirta Daroy No. 09/G/PTUN-BNA terhadap objek sengketa Keputusan 

Wali Kota Banda Aceh Nomor 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian 

direktur teknik PDAM Tirta Daroy atas nama Ir. Jufrizalsyah  dan 

Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 306 tahun 2014 tentang 

penunjukan pelaksana tugas direktur teknik PDAM Tirta Daroy atas 

nama Ir.Mukhlis. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh 

memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya berupa 

pembatalan kedua keputusan tersebut dan mengembalikan penggugat ke 

jabatan semula, namun dalam hal ini tergugat selaku Wali Kota Banda 

Aceh tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

walaupun sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116, seperti setelah 60 hari salinan putusan 

diterima oleh para pihak maka keputusan Tata Usaha Negara yang 

disengketakan tidak berlaku lagi, kemudian setelah 90 hari jika tergugat 

tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan putusan maka penggugat 

mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan 

tergugat melaksanakan putusan namun jangka waktu itu hanya sebatas 

pemberitahuan saja kemudian setelah dua bulan berikutnya jika tergugat 

juga tidak menjalankan putusan pengadilan maka tergugat dikenankan 

saknsi administratf atau upaya paksa.  
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2. Kajian Undang-Undang terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 

09/G/PTUN-BNA antara Ir.Jufrizalsyah melawan Wali Kota Banda 

Aceh sudah sesuai dengaan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 

namun pada pelaksanaan nya belum bisa dijalankan Jika ditinjau dari 

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 ayat 4 dan 5 pejabat 

tata usaha negara dalm hal ini adalah tergugat Wali Kota Banda Aceh 

yang ditidak melaksanakan putusan pengadilan akan dikenanakan sanksi 

administratif atau pembayaran sejumlah uang paksa namun sampai 

sekarang permasalahan ini belum selesai karena di dalam Undang 

Undang tentang PTUN belum mengatur secara jelas mekanisme 

pembayaran uang paksa dan sanksi administratif nya, maka dari itu 

Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih menguraikan tentang 

pelaksanaan putusan secara umum tidak merinci bagaimana seharusnya 

cara eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap pejabat tata usaha 

negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.  

B. Saran  

1. Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 

sehingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jadi 

lebih jelas,karena Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya 

menjelaskan secara umum tidak terperinci mengenai mekanisme bagi 

para pihak yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan. 

2. Pengadilan dapat aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga kepada pihak 

penggugat atau yang memenangkan perkara agar lebih aktif 

melakukan fungsi pengawasan sehingga saat ada pihak yang tidak 

melaksanakan putusan pengadilan dapat langsung mengajukan 

permohonan ke pengadilan.  
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3. Agar hakim dapat lebih aktif memahami dan menggali hukum 

hukum baru sehingga jika ada suatu permsalahan yang belum diatur 

dalam peraturan perundang undangan hakim dapat mengambil 

alternatif lain .  

4. Agar Masyrakat berpartisipasi dalam memahami isu isu hukum 

sehingga saat masyrakat dihadapkan dengan suatu pemasalahan 

hukum masyarakat tersebut sudah tau jalan yang harus di lewati nya.  

5. Kepada akademisi memberikan masukan berupa kritik dan saran 

terhadap peneltian ini sehingga ada nya perbaikan dan melahirnkan 

penelitian-penelitian yang lebih kedepannya.  
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